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BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 210/ 1t/ 202%

TIENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFTKASI KIELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOIHONAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

PARTAI POLITIK KABUPATEN KIEENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam
pemberian bantuan kcuangan partai politik di Kabupatcn
Kendal dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kcuangan
Partai Politik schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, maka perlu membentuk Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi  Pengajuan
Permohonan Bantuan Kcuangan Partai Politik Tingkat
[Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menctapkan Keputusan Bupati
tentang  Pembentukan  Tim - Verifikast  Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan

" Partai Politik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah scbagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Batang dengan
mengubah  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran  Negard
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 4801) schagaimana tclah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tlentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) scbhagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran  Negara
Republik Indoncsia Tahun 2022 Nomor 238, Tambabhan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penctapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Dacrah
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Dacrah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pcmerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat [I  Scmarang
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik  (Lembaran
Necgara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor |8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

4972) schagaimana tclah beberapa kali diubah tcrakhin
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai  Politik  (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahur)
2010 tentang Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik dj
Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2010 Nomor 6 Scri B No 6, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 57);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Dacrah Kahupaten Kendal (lLembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor & Seri D No. 1, Tambahan
Lembaran Dacrah  Kabupaten Kendal  Nomor  159)
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah
Kabupaten  Kendal  Nomor 8 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 202]1
Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcen
Kendal Nomor 219) ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 9);

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan,  Penvaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kouangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) schagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negari
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Kendal (Berita Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 23) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggararn,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan FEvaluasi
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 63);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Dacrah Kabupaten Kendal
Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan  Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan
keanggotaan scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023 scbagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah scbagai berikut :

1. Ketua bertugas :

a. memimpin rapat  Tim  Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2023;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan  Bantuan
Keuangan Partai Politik  Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2023; dan



KETIGA

c. melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai  Politik
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

2. Sekretaris betugas :

a. menyiapkan  bahan  pelaksanaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2023;

b. menyiapkan dan mengoordinasikan  penyusunan
laporan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; dan

c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Verifikasi
Kelengkapan Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2023.

3. Anggota bertugas:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi persiapan
pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

b. melaksanakan pencatatan dan identifikasi
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai
Politik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

c. membuat laporan hasil pelaksanaan Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2023; dan

d. memberikan saran dalam pelaksanaan dan evaluasi
Verifikasi  Kelengkapan  Administrasi  Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan
Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

‘\



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal {O EeoTuan 71023
" BUPATT KENDAL,
r / b L.

< DICO M".GAbﬁ"NDUTO
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SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

@ s R e

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik Kabupatenr Kendal Tahun Anggaran 2023;

7. Arsip,




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.

JABATAN DALAM DINAS

KEDUDUKAN
DALAM TIM

KETERANGAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kendal

Ketua

Kepala Bidang Politik Dalam
Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kendal

Sekretaris

Auditor Pertama pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Kendal

Anggota

Isti Kusrini

Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kendal

Anggota

Muh. Labib, S.H.,M.H.

Divisi Teknis Penyelenggaraan
pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal

Anggota

Rokhimudin,A.Md

Kepala Sub. Bidang
Penatausahaan Belanja pada
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Kendal

Anggota

Mursidah, S.E.,M.M

Fungsional Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Kendal

Anggota

Ardi Lukfyarso

Pelaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Kendal

Anggota

Fahroji.

~ BUPATI KENDAL,
]

" DICQ M GANINDUTO




